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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Dengan kata 

lain, segala sesuatu yang berlangsung dinegara tersebut didasarkan atas hukum 

atau konstitusi. Lahirnya negara hukum banyak dipengaruhi oleh berbagai 

ideologi, falsafah bangsa, maupun keadaan suatu negara. Indonesia adalah negara 

yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Hukum sebagai salah satu hal yang 

sangat penting di dalam pembentukan suatu negara hukum, harus dapat menjadi 

payung terhadap segala permasalahan yang ada. Dan karena hukum memegang 

peranan tertinggi di dalam suatu negara, secara otomatis hukum berada diatas 

kepentingan politik atau penguasa, sehingga baik penguasa maupun warga negara 

harus mengikuti aturan-aturan hukum yang ada, tanpa terkecuali.
1
 

Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara 

masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya 

sebagai penguasa. Disini hukum administrasi negara memegang peranan yang 

sangat penting sebagai pemecah masalah. Salah satu bentuk administrasi yang 

secara langsung bersentuhan pada setiap warga Negara yaitu administrasi instansi 

bidang kependudukan yakni KTP atau kartu tanda penduduk yang memiliki 

permasalahan baik dalam bentuk pelaksanaan maupun skandal korupsi yang 

menghantuinya. Masalah administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal 

yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi

                                                           
1
 Alfian Baffer, Otonomi Daerah dalam Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2001, hlm. 

27. 
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penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang 

sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal 

penduduk.
2
 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 

Ayat (1) menentukan “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik”. Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau 

seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka 

mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik 

yaitu administrasi kependudukan yang berada disuatu pemerintahan.
3
 

 Berbicara mengenai Pelayanan Publik maka yang akan dibahas merupakan 

pelayanan administratif. Pelayanan administratif merupakan pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. 

Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran,  

Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Ijin Mengemudi, dan 

lain sebagainya.
4
 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 

Ayat (1) menentukan “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 

                                                           
2
 Jimly Asshiddiqie,  Administrasi Kependudukan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, 

Jakarta, Departemen Dalam Negeri, 2001, hlm. 21. 
3
 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

4
 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indokator dan 

Implementasinya, Yogyakarta, Gava Media, 2008, hlm. 10. 
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penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan 

melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan 

publik dan pembangunan sektor lain”.
5
 

Administrasi kependudukan memuat tentang peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan antara lain 

perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau perubahan 

status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa 

penting antara lain kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian. 

Kejadian tersebut harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan dan 

identitas atau surat keterangan kependudukan. Dengan demikian, setiap peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting, memerlukan bukti yang sah utntuk 

dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sipil dengan ketentuan Undang-

Undang.
6
 

Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 

memiliki Dasar Hukum atau Landasan Hukum yang diatur dalam Peraturan 

Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat daerah Kota Palembang. Tugas dan Fungsinya diatur lebih lanjut 

melalui  Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Adapun tugas dari Dinas 

                                                           
5
 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
6
 Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan 

Pemerintah daerah, Jakarta, PT SU, 2002, hlm. 11. 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut pasal 2 ayat (3) Peraturan Walikota 

Nomor 55 Tahun 2016 adalah membantu walikota dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tugas 

pembantuan.
7
 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya 

memiliki fungsi yang sangat fundamental. Adapun fungsi dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu menyelenggarakan urusan 

kepemerintahan dan pelayanan umum. Pelayanan umum yang dimaksud dalam 

hal ini ialah masyarakat Indonesia dalam mengurusi kegiatan administrasi seperti 

pembuatan dokumen baik dokumen pribadi maupun dokumen keluarga, yang 

dimaksud dalam dokumen pribadi ialah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta 

Kelahiran, dan lain sebagainya. Selain dokumen pribadi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil juga memiliki fungsi untuk menerbitkan administrasi  dokumen 

keluarga, berupa Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, dan lain sebagainya.
8
 

Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Palembang melaksanakan 

kewenangan desentralisasi dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kota 

Palembang memberikan tugas dan wewenang kepada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat mengenai 

administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kota 

Palembang dalam melaksanakan tugasnya terhadap Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan Publik dibidang 

                                                           
7
 Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang. 
8
 HAS Moenir, Manajemen Pelayanan Umum,, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hlm. 43. 
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administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang 

dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang 

meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan KTP.  

Implementasi kebijakan pelayanan KTP elektronik dalam pelayanan publik 

dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan 

dalam bidang pemerintahan. Melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat 

besar, pemerintah memerlukan program kependudukan yang akurat. KTP 

elektronik adalah kartu tanda penduduk elektronik sebagai identitas penduduk 

resmi negara Indonesia yang berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).  

Suatu pemerintahan yang baik (good governance) akan lahir dari suatu 

pemerintahan yang bersih (clean government), pemerintahan yang baik hanya 

dapat terwujud, manakala diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, dan 

pemerintah akan baik apabila dilandaskan pada prinsip transparansi dan 

akuntabilitas.
9
 

Informasi mengenai praktik governance dalam berbagai tingkat 

pemerintahan di Indonesia sudah mulai banyak tersedia. Bahkan, banyak pula 

rekomendasi yang telah diberikan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat 

maupun daerah dan juga unsur-unsur non pemerintah. Mengenai cara ataupun 

strategi tersebut dengan memperbaiki praktik governance yang ada di Indonesia 

pada saat ini. Namun sejauh ini juga belum ada upaya sistematis untuk 

mengembangkan program dan kebijakan praktik tentang governance. Berbagai 

kendala ini menjadi faktor yang menjelaskan penyebab yang banyak belum 

                                                           
9
 Azmiati Zuliah dan Mhd. Asri Pulungan, “Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum 

Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia”, Law Jurnal, VOL. 1, No. 1, 2020, Medan, 

Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, hlm. 36. 
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dilakukannya untuk memperbaiki kinerja tersebut. Upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat ataupun daerah masih banyak bersifat sporadis atau tidak 

terintegritas nya dengan baik sehingga hasilnya belum banyak dirasakan oleh 

masyarakat luas. Pelayanan publik dipilih sebagai penggerak utama karena 

mewujudkan nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance yang 

dapat dilakukan secara nyata dan lebih mudah.
10

 

G.R. Terry mengatakan bahwa pengawasan adalah proses penentuan, apa 

yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, 

menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan perbaikan, sehingga 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Fungsi utama 

pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki 

tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin.
11

 

Fenomena Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 

memiliki kewajiban untuk mengurusi kegiatan administrasi masyarakat, seperti: 

pembuatan kartu tanda pengenal (KTP), pembuatan kartu keluarga ( KK), 

pembutan akta kelahiran dan lain sebagainya. Hal yang memperihatinkan dalam 

hal ini ialah bahwa pada tahun 2018 lalu mengurus KTP elektronik di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatam Sipil Sumatera Selatan membutuhkan waktu 

hingga 1 tahun lantaran alat perekam yang sudah usang, keterbatasan sinyal 

hingga sumber daya manusia yang terbatas. Akibatnya, warga rela membayar 

biaya hingga Rp 300.000 sampai ada nominal lebih yang dilakukan untuk 

mempercepat pembuatan KTP elektronik. KTP elektronik ini merupakan barang 
                                                           

10
 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta, 

Gajah Majah Universitas Press, 2021, hlm. 2-3. 
11

 Malayu S.P.Hasibuan, Manajemen, Jakarta, Bumi Aksara, 2014, hlm. 242. 
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vital, yang akan menjadi dasar mengurus aneka hal mulai dari membuat Kartu 

Keluarga (KK), hingga mendaftar melakukan suatu proses registrasi ulang 

apapun.
12

 

Peran lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam pengawasan 

penyelenggara pelayanan publik adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam 

menyelesaikan kasus-kasus atau laporang-laporan masyarakat tentang 

Maladministrasi. Masyarakat memahami kesalahan dari pelayanan publik 

merupakan hal yang biasa dan tidak terlalu penting (trivial matters), padahal 

kesalahan pelayanan publik tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil dan 

immateriil serta situasi ketidakadilan yang merugikan hak-hak warga negara. 

Maka dari itu Pemerintah membentuk perundang-undangan yaitu Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan mendirikan lembaga yang 

mengawali terwujudnya pelayanan publik yaitu Omdusman yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Pasal 1 ayat (1) 

menetukan  “Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan 

Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik 

Pusat maupun derah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 

Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu”.
13

 

Mengingat kondisi geografis wilayah Indonesia maka Ombudsman Nasional 

dapat mendirikan Perwakilan Ombudsman Nasional di wilayah tertentu demi 

                                                           
12

 Aji YK Putra, “Mau Cepat Bikin e-KTP di Sumsel Harus Rela Bayar Pungli Rp 

300.000”,https://regional.kompas.com/read/2018/05/03/18222981/mau-cepat-bikin-e-ktp-di-

sumsel-harus-relabayar-pungli-rp-300000?page=all , diakses pada tanggal 15 agustus 2023, pukul 

12.45 wib. 
13

 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. 
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memperlancar tugas Ombudsman. Pertimbangan lainnya terkait dengan otonomi 

daerah itu sendiri, sebab ada kewenangan-kewenangan tertentu yang tidak 

dilimpahkan kepada daerah otonom. Dalam menghadapi hal ini diperlukan 

kerjasama antara Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah. Perwakilan 

Ombudsman mempunyai hubungan hirearkis antara Ombudsman Nasional dan 

Ombudsman Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi nya serta dalam 

menghadapi masalah-masalah lainnya.
14

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah Pengawasan Penerbitan KTP 

Elektronik Dalam Rangka Mewujudkan Ketertiban Administrasi 

Kependudukan di Kota Palembang. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dilatar belakang maka dapat ditarik 

permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan ini, yaitu : 

1. Bagaimana Pengaturan Pengawasan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk  

Elektronik Dalam Rangka Mewujudkan Ketertiban Administrasi 

Kependudukan di Kota Palembang? 

2. Bagaimana  Implementasi Pengawasan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk  

Elektronik Dalam Rangka Mewujudkan Ketertiban Administrasi 

Kependudukan di Kota Palembang? 

 

                                                           
14

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia, Bab IX Pasal 43, hlm. 24-25 
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C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengawasan penerbitan 

KTP elektronik dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi 

kependudukan di kota palembang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengawasan 

penerbitan KTP elektronik dalam rangka mewujudkan ketertiban 

administrasi kependudukan di kota palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis dan secara praktis : 

1. Secara Teoritis 

 Manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikankontribusi berupa ide dan pemikiran dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya tentang pengawasan penerbitan KTP 

elektronik dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan di 

kota palembang serta diharapkan agar menjadi referensi dan informasi yang 

bermanfaat dalam berbagai kegiatan dalam bidang hukum. 

2. Secara Praktis 

 Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam 

bidang Hukum Administrasi Negara serta dijadikan pedoman oleh pihak-pihak 

yang membutuhkan, yaitu : 

a. Pemerintah 

 Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan 
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memberikan kritik kepada penyelenggara pemerintah khusus nya disdukcapil 

kota Palembang dalam melakukan fungsi pelayanan publik untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik (good governance). 

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

 Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan 

memberikan kritik kepada DPRD Kota Palembang sebagai lembaga 

pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga penyelenggara 

pemerintahan yang ada di kota Palembang. sehingga mewujudkan 

pemerintahan yang checks and balances. 

c. Masyarakat 

 Hasil Penelitian ini dapat memberikan analisis serta edukasi bagi Masyarakat 

terkhususnya di Provinsi Sumatera Selatan mengenai penerbitan KTP elektronik 

untuk mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan. Selain itu penelitian ini 

juga dapat digunakan salah satu referensi untuk masyarakat terkait tugas dan 

fungsi penerbitan KTP elektronik serta pengawasan dan implementasi dari 

pemerintah. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar skripsi ini tidak keluar dari pembahasan atau menyimpang, maka 

ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada permasalahan yang menjadi objek 

permasalahan pada skripsi yakni berkaitan dengan pengawasan penerbitan KTP 

elektronik dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan di 

Kota Palembang tentang bagaimana pengaturan pengawasan penerbitan KTP 

elektronik dan bagaimana implementasi pemerintah dalam pengawasan tersebut 
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di Kota Palembang. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Kepastian Hukum  

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang 

menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas 

hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” perarturan hukum.
15

 sehingga untuk 

memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa 

lain, Karl Larenz dalam bukunya Methodenlehre der Rechtswissenschaft 

menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum ethis yang 

memberikan arah kepada pembentukan hukum.
16

 Oleh karena asas hukum 

mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan 

antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. 

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu 

kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. 

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav 

Radbruch dalam bukunya yang berjudul “einführung in die 

rechtswissenschaften”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 

(tiga) nilai dasar, yakni (1) Keadilan (Gerechtigkeit) (2) Kemanfaatan 

(Zweckmassigkeit) dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). 

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah 

pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang 

                                                           
15

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 45. 
16 Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha 

Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, hlm. 146. 
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bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk 

perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang 

diharapkan dalam keadaan tertentu.
17

 Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang 

dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu 

dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal 

memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang 

menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulaiperkara dan 

perlindungan bagi para pencari keadilan. 

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya 

kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya 

timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan 

kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan 

demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, 

tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

keadaan yang sifatnya subjektif.18 

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan 

hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum 

dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan 

menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak 

                                                           
17

  Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung, Citra Aditya 

Bakti, 1993, hlm. 2. 
18 R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, 

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2016, Jakarta Selatan, Kementerian Hukum dan Ham, 

hlm. 194. 
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normative. Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu 

tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. 

Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak 

boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang 

sebagai dasar-dasarumum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.
19

 

a) Penalaran Positivisme Hukum 

Penalaran hukum menurut Shidarta pada dasarnya adalah kegiatan 

berpikir problematis.
20

 Pola-pola penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh 

sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan penalaran. Sudut 

pandang inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, 

yakni berupa model-model penalaran didalam disiplin hukum, khususnya 

sebagaimana dikenal luas sebagai aliran-aliran filsafat hukum.
21

 Apa yang 

dimaksud dengan sudut pandang ilah latar belakang subjektif dari suatu 

kerangka orientasi berpikir yuridis. Dalam gagasannya, Auguste Comte 

mencetuskan hukum tiga tahap atau yang kerap dikatakan sebagai “Law of 

three stages” (tahap teologis, metafisik, dan positif) dalam bukunya yang 

berjudul Cours de Philosophie Positive. Makna positivis yang dikatakan 

oleh Comte dalam tahap tersebut dapat diartikan dalam 5 (lima) 

kemungknian, yakni: 

a) Sebagai lawan atau kebalikan yang bersifat khayal, maka positif 

diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang nyata. 

                                                           
19

 Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, Bandung, 

Alumni Bandung, 2006, hlm. 204. 
20

 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013, 

hlm. 123. 
21

 Ibid.  hlm. 126. 



14 
 

 

b) Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang tidak bermanfaat, 

maka pengertian positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang 

bermanfaat. 

c) Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang meragukan, maka 

pengertian positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang sudah 

pasti. 

d) Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang kabur, maka 

pengertian positif diartikan sebagai pensifatan yang jelas atau 

tepat. 

e) Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang negative, maka 

pengertian positif dipergunakan untuk menunjukkan sifat-sifat 

filsafatnya, yang selalu menunju ke arah penataan atau 

penertiban.
22

 

Seiring dengan pengaruh positivisme yang merambah dunia sains 

pada umumnya, maka tidak terkecuali disiplin hukum pun menghadapi 

keadaan serupa. Ketika para penganut positivisme mengamati hukum 

sebagai obyek kajian, mereka menganggap hukum hanya sebagai gejala 

sosial. Kaum positivisme pada umumnya hanya mengenal ilmu pengetahuan 

yang positif, demikian pula positivisme hukum hanya mengenal satu jenis 

hukum, yakni positivisme hukum. Istilah ini dalam definisinya yang paling 

                                                           
22

 Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Yogyakarta, Genta 

Publishing, 2011, hlm. 11. 
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tradisional tentang hakikat hukum dimaknai sebagai norma-norma positif 

dalam sistem perundang-undangan.
23

 

Pada aliran positivisme, hukum terbit sebagai produk eksplisit suatu 

sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Dalam hal ini, hukum 

utamanya terwujud sebagai perintahperintah eksplisit yang secara positif 

telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya, seperti misalnya peraturan 

perundang-undangan yang berlaku secara nasional di suatu negara. Untuk 

itu, dapat dikatakan bahwa operasi aliran-aliran tersebut didasarkan 

utamanya pada norma positif legislatif dari ranah normatif positif. 

Keberadaan positivisme hukum menunjukan fakta bahwa hukum itu dibuat 

dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari moralitas 

dan sistem-sistem norma itu sendiri. Dengan kata lain dapat dinyatakan 

bahwa hukum berdiri sendiri dan secara tegas terpisah dari moral (antara 

hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das 

sollen). Pada konteks ini, tidak ada hukum lain selain perintah penguasa.
24

 

b) Keterkaitan antara Asas Kepastian Hukum dengan Penalaran Positivisme 

Hukum 

Hukum dalam aliran yang positivisme mengharuskan adanya 

"keteraturan" (regularity) dan "kepastian" (certainty) guna menyokong 

bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar.32 Sehingga tujuan 

kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan 

                                                           
23

 Johni Najwan, “Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum”, Jurnal Ilmu 

Hukum Inovatif, Vol. 2, No. 3, 2010, Jambi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 198. 
24

 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

1993, hlm. 122. 
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umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai 

motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), menegakkan 

kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan 

wibawa penguasa dihadapan pandangan warga Negara.
25

 

Selain memberikan kejelasan, positivisme hukum bila diaplikasikan 

ke dalam pemikiran tentang hukum dalam ranah asasi, maka positivisme 

hukum ini menghendaki adanya pelepasan pemikiran meta yuridis mengenai 

hukum sebagaimana dianut oleh para pemikir hukum alam (naturalis). Oleh 

karena itu, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif 

sebagai norma-norma positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan 

kontraktual yang konkret antara warga masyarakat dengan wakil-wakilnya. 

Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta 

yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah 

mengalami positivisasi sebagai lex, guna menjamin kepastian mengenai apa 

yang terbilang sebagai hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus 

dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum. Kepastian hukum 

dapat dikatakan merupakan anak kandung dari penalaran positivisme 

terhadap hukum. Positvisme hukum seperti yang sebelumnya telah 

dijelaskan berusaha menciptakan suatu hukum yang objektif ataupun tertulis 

yang dibuat oleh negara untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakatnya. 

Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan 

sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada 
                                                           

25 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran 

Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 200-

201. 
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terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa 

yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa positivisme hukum ini mensarikan nilainya untuk 

menciptakan suatu hukum yang jelas ke dalam asas kepastian hukum. 

Dengan demikian, hukum tidak berdasar pada spekulasi-spekulasi subjektif 

semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tak nampak kejelasan di 

dalamnya.
26

 

Teori Kepastian Hukum untuk menganalisis pengaturan pengawasan dan 

implementasi pengawasan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik dalam 

rangka mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan di kota Palembang. 

2. Teori Good Governace 

Reformasi birokrasi  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  

mencapai good   governance yang   terdiri   dari   transparansi   dan   

akuntanbilitas   agar   terwujud peningkatan  pelayanan  dan  peningkatan  

kapabilitas  dari  aparatur  negera  yang  ada. Transparansi dan akuntanbilitas 

merupakan salah satu syarat agar dapat menciptakan corporate governance.
27

  

Issue yang paling mengemuka saat ini adalah penyelenggara 

kepemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelola administrasi 

publik yang merupakan tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat. Kata Good 

dalam good governance memiliki arti efektif dan efisien fungsional dari 

pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah 

                                                           
26

 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, 

Jakarta, Elsam & Huma, 2002, hlm. 96. 
27

 Effendi, Muh Arief, The Power Of Good Corporate Governance, Jakarta, Penerbit 

Salemba Empat, 2016, hlm. 11. 
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ditetapkan terlebih dahulu. Mardiasmo menyatakan Good Governance adalah 

sebuah konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pembangunan 

sector publik. Tujuan akhir yang dicapai adalah peingkatan pembangunan dan 

kesejahteraan publik. Dimana capaian ini akan terwujud jika pemerintahan 

menjalankan fungsinya dengan baik.
28

 

Tata kelola yang baik adalah unsur-unsur yang dapat dikontrol oleh dewan 

dapat mengendalikan bisnis dan hasil yang sesuai, memungkinkan peningkatan 

kinerja dan akuntabilitas. Tata pemerintahan yang baik antara lain bersifat 

partisipatif, transpransi dan akuntabel. Hal ini jug aefektif dan merata. Dan itu 

mempromosikan aturan hukum. Tata pemerintahan yang baik memastikan bahwa 

prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus yang luas 

dimasyarakat dan bahwa suara orang-orang yang paling miskin dan yang paling 

rentan didengar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya 

pembangunan.
29

 

Good governance adalah penyelenggaraan pemerintah yang solid dan 

bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi 

yang konstruktif diantara domain-domain. Secara konseptual pengertiam tata 

kelola pemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman yaitu, nilai yang 

menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat 

meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, 

pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Lembaga Administrasi 

                                                           
28

 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, Andi, 2021, hlm. 74. 
29

 Eysink, W and Paape, Good Governance Driving Corporate Performance?A Meta-

analysisof Academic Research dan Invitation to Engage in The Dialogue, Netherland, Deloitte, 

2016, hlm. 10.  
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Negara mengemukakan tata kelola pemerintah yang baik adalah penyelenggaraan 

pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, 

dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berhubungan dan 

menjalankan fungsinya masing-masing. Good governance dengan menggunakan 

indikator yang diadaptasi dan dimodifikasi dari Lembaga Administrasi Negara 

adalah transparansi, keadilan, akuntablitas, responbilitas, aturan hukum, 

partisipasi, orientasi konsensus, efektifitas dan efisien, serta visi strategi.
30

 

Good governance cenderung meningkat bila pelaksanaan pengendalian 

internal dan penerapan total kualitas manajemen diterapkan secara optimal dan 

pengendalian internal memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Good 

Governance.
31

 

Prinsip-prinsip Good Governance 

a) Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah bentuk pertangungjawaban pejabat publik 

terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk 

mengurusi kepentingan mereka. Bentuk pertanggungjawaban 

tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis 

organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas 

                                                           
30

 Diana Sari, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Implementasi Standar 
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adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan 

komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme 

pertanggungjawaban, sedangkan instrumen instrumen 

pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem 

pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem 

pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. 

b) Transparansi 

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi 

menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan 

masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin 

kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan 

memadai. Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang 

bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan 

informasi perlu dapat diakses oleh pihakpihak yang 

berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar 

dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan 

dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan. 

c) Partisipasi Masyarakat 

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam 

pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 

lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan 
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mereka. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap 

kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. 

Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah 

melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda 

pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara 

partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu 

sektoral.
32

 

Salah satu prinsip good governance yang masih menjadi masalah sampai 

saat ini dan menjadi akar dari masalah adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas 

adalah alat ampuh untuk mencegah penyimpangan anggaran dan pemborosan 

penggunaan sumber daya yang semakin langka. Pemerintah bertanggung jawab 

untuk menyediakan berbagai pelayanan publik dan menjalankan fungsi yang 

diwajibkan berdasarkan regulasi yang ada. Kemajuan kesejahteraan negara tidak 

akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dalam pelaksaan 

kepemerintahan dalam memberikan pelayanan publik. Akuntabilitas adalah 

bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan 

menjawab berbagai hal yang menyangkut kebijakan publik. Bentuk dan cermin 

akuntabilitas dalam penyelengaraan pemerintah daerah yaitu dengan 

dikeluarkannya beberapa peraturan, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai 

pelaksanaan dari undang-undang dimaksud, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 105 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000. 
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Tanggung jawab menjadi salah satu titik lemah yang krusial dalam birokrasi 

pelayanan publik di Indonesia. Setiap warga negara dari dalam kandungan sampai 

dengan meninggal dunia pasti berurusan dengan birokrasi pemerintah. Dari saat 

berada dalam kandungan dan harus periksa ke puskesmas atau rumah sakit sampai 

pada saatnya setelah meninggal nanti harus mengurus surat kematian dari Lurah 

untuk memperoleh kapling di Tempat Pemakaman Umum. pelayanan publik dapat 

menyangkut bidang pendidikan, sosial, ekonomi, listrik, dan masih banyak lagi. 

Karena itu tuntutan-tuntutan terhadap birokrat semakin tinggi dan kurang 

perhatian para birokrat dalam proses pelayanan publik. Pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik terlalu berorientasi pada kegiatan dan 

tanggung jawab formal. Penekanan kepada hasil dan kualitas pelayanan sangat 

kurang. Untuk menciptakan good governance yang salah satunya ditunjukan 

dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di 

antara para pegawai pemerintah mengenai pentingnya mengubah citra pelayanan 

publik sangat diperlukan bagi perbaikan birokrasi.
33

 

Teori Good Governance untuk menganalisis implementasi pengawasan 

penerbitan kartu tanda penduduk elektronik dalam rangka mewujudkan ketertiban 

administrasi kependudukan di kota Palembang. 

3. Teori Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang 

paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah 

berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di 
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semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera 

ditingkatkan. Peningkatan pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menerapkan 

kebijakan bahwa sejak tahun 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada 

hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, Tidak dapat untuk melayani 

dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan 

kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Masyarakat setiap waktu selalu 

menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan 

tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan 

publik yang terjadi selama ini bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan 

melelahkan. Kecendrungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih 

diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Reformasi 

pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan “pelayan” dan 

“dilayani” ke pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya 

ditunjukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat 

terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan 

masyarakat yang mendirikannya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan 

pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.
34
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Pelayanan publik secara konseptual dapat dijelaskan dengan menelaah kata 

demi kata. Menurut Kotler, disebutkan bahwa Pelayanan adalah setiap kegiatan 

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Istilah 

publik dalam pengertian sehari-hari di Indonesia sering dipahami sebagai negara 

atau umum, hal ini biasa dijumpai dalam pola Bahasa Indonesia yang 

menterjemahkan publik seperti pada istilah publik administration yang 

diterjemahkan sebagai administrasi negara. Kata publik sebenarnya sudah 

diterima menjadi Bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, atau 

orang banyak.
35

 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri publik accuntability, 

dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas 

pelayanan yang mereka terima. Sangat sulit untuk menilai kualitas suatu 

pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima 

pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari 

pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas 

pelayanan publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu 

pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu 
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diberikan.
36

 

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. 

Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin 

antara lain : 

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di 

akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah di mengerti. 

b. Akuntabilitas, yakni pelayan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efesiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat.  

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social, 

dan lain-lain. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik.
37

 

Penelitian mengenai kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
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25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah dilaksanakan oleh Ombudsman RI 

pada sejak tahun 2013 dengan objek penelitian Kementerian Negara, Instansi 

Pemerintah, dan Pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota khususnya 

unit pelayanan perizinan langsung kepada kelompok 

masyarakat/perorangan/instansi. 

Berdasarkan Pasal 15 dan Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik ini Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memenuhi 10 

unsur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri, yang terdiri atas: 

a. Standar Pelayanan Komponen standar pelayanan yang dimaksud sekurang-

kurangnya meliputi : dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme dan 

prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, 

sarana, prasarana, atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan 

internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, 

jaminan pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, 

jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa aman bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan, 

dan evaluasi kinerja pelaksana. 

b. Maklumat Pelayanan  

c. Sistem Informasi Pelayanan Publik Rangkaian kegiatan yang meliputi 

penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian 

informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dan 

sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, 

bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual 



27 
 

 

ataupun elektronik.  

d. Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik.  

e. Pelayanan Khusus yakni perlakuan khusus kepada anggota masyarakat 

tertentu antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, 

korban bencana alam, tanpa tambahan biaya.  

f. Biaya/Tarif Pelayanan Publik  

g. Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan  

h. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan  

i. Pengelolaan Pengaduan  

j. Penilaian Kinerja
38

 

Teori Pelayanan Publik untuk menganalisis pengaturan pengawasan dan 

implementasi pengawasan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik dalam 

rangka mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan di kota Palembang. 

4. Teori Pengawasan 

Istilah pengawasan banyak ditemui dan dikenal pada ilmu administrasi 

karena berkaitan langsung dengan tahapan pengelolaan.
39

  Menurut Goerge R. 

Terry, pengawasan adalah cara menentukan apa yang telah dicapai, kemudian 

menilainya dan melakukan koreksi untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai 

dengan rencana yang dibuat sebelumnya.
40

 Lebih lanjut menurut Bagir Manan 

istilah “kontrol” atau pengawasan berkaitan erat dengan fungsi mengawasi dan 
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hak untuk mengawasi sehingga pengawasan merupakan arahan yang diberikan 

terhadap suatu tindakan.
41

 

Pengawasan secara internal dalam penyelenggara pelayanan publik 

dilaksanakan oleh: atasan langsung pada setiap unit satuan kerja atau satuan 

organisasi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada setiap institusi, 

korporasi, lembaga independen untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik; dan 

pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan 

melekat (atasan langsung) pada hakikatnya adalah untuk mencegah secara dini 

terjadinya masalah penyalahgunaan wewenang, pemungutan biaya yang tidak 

prosedural, proses pelayanan yang berbelit-belit, tidak disiplinnya petugas 

pemberi pelayanan publik terhadap pihak yang menerima pelayanan, dan praktik 

mal administrasi lainnya. Sangat jelas bahwa pengawasan fungsional selalu harus 

dilaksanakan secara formal. Disamping itu prosesnya terikat pada waktu yang 

berlangsung dalam waktu yang relatif singkat.
42 

Pengawasan eksternal penyelenggara pelayanan publik ini dilakukan oleh 

masyarakat, ombudsman, dan legislatif.  

1. Pengawasan oleh Masyarakat  

Pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 

merupakan salah satu bentuk pengawasan eksternal, sebagaimana yang 
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diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, dimana masyarakat berhak antara lain:  

a. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan.  

 1) Mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. 

2) Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk 

memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak 

sesuai dengan standar pelayanan.  

3) Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar 

pelayanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada 

lembaga ombudsman.  

4) Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan 

standar pelayanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada 

Pembina penyelenggara dan ombudsman.  

5) Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai denga asas dan 

tujuan pelayanan. 

2.  Pengawasan oleh Ombudsman 

Selain yang disebutkan di atas ada pula lembaga negara yang 

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik 

baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 

yaitu ombudsman. Penyelenggara negara dan pemerintahan yang baik hanya 

dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara dan 

pemerintahan serta penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik. 

Untuk merealisasikan maksud tersebut diperlukan keberadaan lembaga 
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pengawas eksternal (Ombudsman) yang secara efektif mampu mengontrol 

tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Salah satu tugas 

ombudsman adalah memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayan publik. Maladministrasi dimaksud adalah perilaku 

atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan 

wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, 

termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara 

negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan 

immateriil bagi masyarakat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman).
43

 

Teori Pengawasan untuk menganalisis pengaturan pengawasan dan 

implementasi pengawasan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik dalam 

rangka mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan di kota Palembang. 

G.  Metode Penelitian 

Metode penelitian berasal dari kata “metode” artinya cara yang tepat dalam 

menjalankan sesuatu sedangkan “logos” artinya ilmu atau pengetahuan. Maka, 

meteodologi artinya suatu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu 

dengan menggunakan pemikiran yang teliti dan sama. Penelitian adalah suatu 

kegiatan dalam mencari, membuat catatan, membuat rumusan dan membuat 

analisis serta menyusun laporan. 

 Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud penelitian hukum adalah suatu 
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kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran 

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum 

tertentu, dengan jalan menganalisis. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan 

yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan 

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala 

yang bersangkutan.
44

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan adalah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif adalah bahan hukum sendiri. Caranya dengan 

mengumpulkan bahan hukum berupa literatur-literatur bacaan dan peraturan 

perundang-undangan, penelitian. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan 

argumentasi hukum apakah permasalahan dalam penelitian ini telah serupa 

dengan peraturan perundang-undangan yang legal serta bagaimana semestinya 

penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hukum. Penelitian 

normatif ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum (transparansi dan 

akuntabilitas) untuk menemukan jawaban dalam memecahkan masalah penelitian 

agar penelitian pada tulisan ini dapat sesuai dengan tujuan penelitian yang telah 

ditentukan.
45

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai 

berikut. 
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a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)  

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan 

dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan 

dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu Pengawasan penerbitan 

KTP elektronik dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban administrasi 

kependudukan. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum 

ini memiliki kegunaan secara praktis karena pendekatan undang-undang ini 

akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah 

konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dasar dengan 

undang-undang lainnya atau UUD dengan UU. 

b. Pendekatan kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus (case approach) merupakan pendekatan yang 

dilakukan dengan mengamati secara langsung terkait proses berlakunya 

hukum normatif pada suatu peristiwa hukum tertentu di masyarakat atau 

lembaga hukum yang menerapkan aturan hukum. Pendekatan ini berfokus 

pada penerapan hukum normatif baik yang sedang berlangsung atau belum 

selesai.
46

 

c. Pendekatan Sosiologis Hukum (Sociologis Legal Approach) 

Pendekatan sosiologis merupakan landasan kajian sebuah studi atau 

penelitian meggunakan studi empiris atau melalui pendekatan penelitian 

lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi resmi 

dari hasil wawancara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 
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Kota Palembang pada pembahasan tersebut.Soerjono Soekanto menyatakan 

bahwa sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari 

hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.
47

 

3. Jenis dan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang digunakan dan diperlukan 

adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah Bahan hukum utama dalam penelitian yang 

diperoleh langsung dari lapangan. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan 

hukum yang mempunyai kekuatan mengingat berupa peraturan perundang-

undangan yang ada, meliputi : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945. 

b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899). 

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5475). 

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 

e) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang 

(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6). 

f) Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. 

Bahan hukum primer juga bisa diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dengan melakukan 

penelitian kepustakaan (Library Research), bahan yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, 

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tsisi, disertai dan peraturan 

perundang-undangan.
48

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder meliputi, jurnal ilmu 

hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, internet dan sebagainya. 
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4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini memerlukan data-data yang diperoleh dari Dinas 

Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Palembang yang beralamat di Jalan 

Demang lebar Daun No.4225, Lorok Pakjo, Kec Ilir Barat 1, Kota Palembang, 

Sumatera Selatan 30151 dan Kantor Ombudsman Kota Palembang yang beralamat 

di Jalan Radio No. 1 Keluran Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, 

Sumaera Selatan. 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penulisan skripsi ini, teknik pengumpulan data dan bahan hukum 

dapat diperoleh dengan cara : 

a. Wawancara  

Wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan 

secara langsung atau lisan kepada pihak-pihak yang menjadi narasumber 

dalam penelitian ini. Pihak-pihak nya ialah : 

1. Bapak Sahlan Syamsu sebagai kepala bidang pelayanan penduduk 

di Dukcapil kota Palembang. 

2. Ibu Windu Rohima Selaku keasistenan penerimaan laporan di 

Ombudsman perwakilan kota Palembang. 

3. Bapak Hendry selaku keasistenan pencegahan di Ombudsman 

perwakilan kota Palembang 

4. Bapak Rahadia Vishnu selaku keasistenan penerimaan dan 

verifikasi laporan di Ombudsman perwakilan kota Palembang. 

5. Ibu Erika Lestari selaku masyarakat kota Palembang. 
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b. Studi Kepustakaan  

Yakni memperoleh bahan hukum dengan mengkaji peraturan 

perundang-perundangan, buku-buku, literatur, laporan yang berkaitan 

dengan penelitian. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode kualitatif yaitu langkah-langkah yang dilakukan melalui penelaahan 

sumber hukum primer maupun sekunder yang di tuliskan dengan kalimat-kalimat 

yang teratur, logis, sistematis agar memudahkan dalam pemahaman selanjutnya 

dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban untuk memecahkan permasalahan 

yang terdapat pada penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian.
49

 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif.  

Metode deduktif merupakan teknik untuk menarik kesimpulan dari segala sesuatu 

yang bersifat umum, kovergen menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, 

dan tetap memiliki korelasi dengan masalah yang di bahas dalam skripsi.
50
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